
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 22 TAHUN 2023 
                

 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang :  a.  bahwa guna menjaga kesinambungan dan keselarasan dalam 
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah selama masa 

transisi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah 
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 
2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu dilakukan 

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2024-2026; 

 b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dokumen 
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
akan di gunakan  Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai 

pedoman  untuk penyelenggaraan  Pemerintahan dan 
Pembangunan;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 
dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)     

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan  Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 



3 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 

Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-
2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 selanjutnya 
disingkat RPD adalah  dokumen perencanaan pembangunan daerah 
selama 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun. 
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8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di 
masa yang akan datang. 

9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai daerah dalam jangka waktu 3 
(Tiga) Tahun. 

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah 

11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 
strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 

sebagai penjabaran strategi. 

13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk 

menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, 
optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja 
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya 

mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. 

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 
pembangunan. 

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode tahun 5 (lima) tahunan 

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun. 

21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

22. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. 
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23. Prioritas Daerah adalah sekumpulan program prioritas yang secara khusus 
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat 

kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan 
daerah. 

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB II 

RPD DAN SISTEMATIKA RPD  

Pasal 2 

RPD merupakan pedoman bagi Penjabat (Pj.) Bupati untuk penyelenggaraan 
pemerintahan  dan pembangunan daerah periode 2024-2026.   

Pasal 3 

Sistematika penyusunan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 
atas : 

a. Bab I Pendahuluan 

b. Bab II Gambaran Umum 

c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah 

d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis 

e. Bab V Tujuan dan Sasaran 

f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas  

g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 
Daerah 

h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

i. Bab IX Penutup 

Pasal 4 

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang 

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB III 

PELAKSANAAN RPD 

Pasal 5 

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJMN, 
RPJPD Kabupaten Bangka, Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD 

Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, RPD Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Isu Strategis, Kebijakan nasional,dan ketentuan yang berlaku. 

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :  

a.  Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan 

b.  Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun RKPD dan Rancangan 

APBD.  

Pasal 6 

(1)  Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPD yang dituangkan 
dalam Renstra Perangkat Daerah.  

(2) Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat 
Daerah dengan RPD.  
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Pasal 7 

Pelaksanaan lebih lanjut RPD, dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah 
selama 3 (tiga) tahun, RKPD tahunan dan Renja Perangkat Daerah. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berkala setiap tahun, paling sedikit dilakukan terhadap: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah;  

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah; dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. 
 

Pasal 9 

RPD dapat dilakukan perubahan, apabila : 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang 
signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 

berjalan; dan 

c. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, 
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.   

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.  

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 10 Maret 2023 

BUPATI BANGKA, 

 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 10 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 22 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

Cap/dto 

 
SRI ELLY SAFITRI, SH 

PEMBINA IVa 
NIP. 19741008 200501 2 007 

 


